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KATA PENGANTAR 

 
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan 

baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Bagian Tata 

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang yang telah bekerja sama 

untuk melaksananan pembuatan laporan ini.  

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud 

pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan 

pemerintahan yang baik (good government) dan juga merupakan wujud pelaksanaan 

tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan prog  ram kerja dan 

penggunaan anggaran tahun 2024 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. 

Laporan Kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Lumajang Tahun 2024 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama 

satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan 

dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan 

efisien. 

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya 

masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang 

membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang 

akan datang.  

Lumajang, 26 Maret 2025 
Kepala Bagian 

Tata Pemerintahan 
 
 
 
 

 
TRIKONDO CAHYONO, S.Sos 
NIP. 19670916 198809 1 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan 

bahwa pejabat eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja tribulan 

kepada pejabat eselon II. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling 

lambat 10 hari kerja sejak berakhirnya periode tribulan. Dan, Kepala Bagian Tata 

Pemerintahan sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III tentunya juga 

berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.  

Pelaporan kinerja tribulan sebagaimana dimaksud diatas merupakan 

perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam 

mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai 

dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja 

dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan 

efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan 

pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.  

 

1.1. GAMBARAN UMUM 

1.1.1. Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan 

 
Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana amanat Peraturan Bupati 

Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, 

khususnya pasal 6 ayat (1) telah diamanatkan bahwa Kepala Bagian Tata 

Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan 

perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring 

dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, pembinaan 

administrasi dan pembinaan sumber daya serta aparatur dan manajemen pelaporan 

pemerintah daerah di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah serta 

kerjasama dan administrasi kewilayahan. Adapun fungsi  Kepala Bagian Tata 

Pemerintahan adalah sebagai berikut : 
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1. Pelaksanaan penyiapan dan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang 

administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi 

Kewilayahan; 

2. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program/kegiatan serta petunjuk 

teknis/petunjuk pelaksanaan di bidang administrasi pemerintahan dan Otonomi 

Daerah, Kerjasama dan administrasi kewilayahan; 

3. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, supervisi, bimbingan dan konsultasi di bidang 

administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi 

kewilayahan; 

4. Pelaksanaan   monitoring   dan   evaluasi   di bidang administrasi pemerintahan 

dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan; 

5. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan tindakan – 

tindakan yang perlu diambil di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi 

daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan kepada Sekretaris Daerah 

melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan 

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten 

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan fungsinya. 

  
Adapun bagan struktur organisasi dari Bagian Tata Pemerintahan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagaimana berikut : 
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1.1.2. Sumber Daya Manusia (SDM) Bagian Tata Pemerintahan  

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal Bagian Tata 

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang didukung dengan 

Sumber Daya Manusia sebanyak 14 orang (kondisi per 1 Maret 2025), dengan 

komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 1 
Tabel Komposisi Pegawai  

 

 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Bagian Tata 

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang per 31 Maret 

2025 sebanyak 14 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural 

sebanyak 1 orang, pejabat fungsional sebanyak 2 orang, pejabat 

pelaksana sebanyak 5 orang, pejabat PNS sebanyak 7 orang, PPPK 

sebanyak 1 orang dan tenaga kontrak sebanyak 6 orang. Perbandingan 

pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 25 % : 75 % dengan 

pegawai laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan sebanyak 9 orang. 

 

  

NO. OPD 

STATUS KEPEGAWAIAN GOLONGAN PNS 

GOLO

NGAN 

PPPK 

TINGKAT PENDIDIKAN 

P

N

S 

CPNS PPPK TKB I II III IV 
I s.d 

XVII 
SD SMP 

SM

A 
DI DIII 

DIV/

S1 
S2 

1. 
BAGIAN TATA 

PEMERINTAHAN 
7  1 6  1 6 1 IX   5  1 8 1 
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BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 
2.1. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala 

Bagian Tata Pemerintahan dengan Asisten Pemerintahan adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 

Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Tata Pemerintahan 

Tahun 2025 

No. 
Sasaran 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Kegiatan Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. 

 

Meningkatnya 

tata kelola 

pemerintahan 

yang baik 

Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

100 % 

Persentase fasilitasi penyediaan jasa 

penunjang operasional kantor 

100 % 

Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD 100 % 

Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD 100 % 

Persentase Terlaksananya Administrasi Tata 

Pemerintahan 

100 % 

Persentase Fasilitasi dan Koordinasi 

Kerjasama yang dilaksanakan 

100 % 

Persentase Fasilitasi Administrasi BMD 

Perangkat Daerah 

100 % 

Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

100 % 

 



 

 
5 

 

2.2. CAPAIAN KINERJA 

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Maret 2025, capaian kinerjanya 

adalah : 

Tabel 2.2 

Capaian Kinerja Kepala Bagian Tata Pemerintahan 

Tahun 2025 

 

No. 
Sasaran 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Target Realisasi Capaian 

1 2 3 4 5 6=5/4 

1. Meningkatnya 

tata kelola 

pemerintahan 

yang baik 

Persentase fasilitasi 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

100 % 25% 25% 

Persentase fasilitasi 

penyediaan jasa 

penunjang operasional 

kantor 

100 % 25% 25% 

Persentase fasilitasi 

Administrasi Umum PD 

100 % 25% 25% 

Persentase fasilitasi 

pemeliharaan BMD 

100 % 25% 25% 

Persentase 

Terlaksananya 

Administrasi Tata 

Pemerintahan 

100 % 50% 50% 

Persentase Fasilitasi dan 

Koordinasi Kerjasama 

yang dilaksanakan 

100 % 25% 25% 

Persentase Fasilitasi 

Administrasi BMD 

Perangkat Daerah 

100 % 0% 0% 

Persentase Fasilitasi 

Dokumen Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

100 % 0% 0% 
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Dari tabel 2.2 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Capaian kegiatan fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

sampai dengan Tribulan I yaitu 25% dari target 100% Tahun 2025. 

2. Capaian kegiatan fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor 

Tribulan I yaitu 25% dari target 100% Tahun 2025. Terdapat beberapa sub 

kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Penyediaan jasa surat menyurat, 

dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor. 

3. Capaian kegiatan fasilitasi Administrasi Umum PD Tribulan I yaitu 25%. 

dari target Tahun 2025 100% dengan realisasi 25%. Sub kegiatan yang 

dilaksanakan yaitu Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Fasilitasi 

Kunjungan Tamu, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dan 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 

4. Capaian kegiatan fasilitasi pemeliharaan BMD Tribulan I yaitu 25%. dari 

target Tahun 2025 100% dengan realisasi 25%. Sub kegiatan yang 

dilaksanakan yaitu penyediaan BBM kendaraan dinas jabatan.  

5. Capaian kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Tribulan I Tahun 2025 

yaitu 50% dari target Tahun 2025 100% dengan realisasi 50%. Kinerja 

pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan yang sudah dilaksanakan 

pada Tribulan I Tahun 2025 meliputi : 

1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Tahun Anggaran 2024 

2) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir 

Tahun Anggaran 2024 

3) Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (RLPPD) Tahun Anggaran 2024 

4) Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 

Anggaran 2024 

5) Iuran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 

6. Capaian kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan 

pada Tribulan I Tahun 2025 yaitu 25% dari target Tahun 2025 sebesar 

100% dengan realisasi 25%. Diantaranya terdapat: 
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1) Perjanjian Kerjasama antara Universitas Hafshawaty Zainul Hasan 

dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Peyelenggaraan 

Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lumajang; 

2) Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. 

SOEBANDI dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang  

Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan 

Sumber Daya; dan 

3) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang 

dengan Universitas Islam Malang tentang Pendidikan, Penelitian, dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber 

Daya Manusia. 

7. Capaian Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah yang dilaksanakan 

pada Tribulan I Tahun 2025 yaitu 0% dari target Tahun 2025 sebesar 100% 

dengan realisasi 0% dikarenakan dilaksanakan di Tribulan II. 

8. Capaian Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja yang dilaksanakan pada Tribulan I Tahun 2025 yaitu 0% dari target 

Tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi 0% dikarenakan dilaksanakan 

di Tribulan II.  
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Tabel 2.3 

Cost per outcome Kepala Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2025 

No. 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Kegiatan 
Anggaran Kinerja 

Efisiensi 
Pagu Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9-6 

1. Meningkatnya 
tata kelola 
pemerintahan 

yang baik 

Persentase fasilitasi 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Rp   22.822.000 Rp       3.620.802 15.87% 100% 25% 25% 0.09 

Persentase fasilitasi 
penyediaan jasa 
penunjang operasional 
kantor 

Rp   72.062.000  Rp       17.501.802  24.29% 100% 25% 25% 0.01 

Persentase fasilitasi 
Administrasi Umum PD 

Rp 117.900.140  Rp     5.463.802 4.63% 100% 25% 25% 0.20 

Persentase fasilitasi 
pemeliharaan BMD 

Rp   42.850.000  Rp       3.873.812  9.04% 100% 25% 25% 0.16 

Persentase Terlaksananya 
Administrasi Tata 
Pemerintahan 

Rp 351.846.450 Rp     132.589.210 37.68% 100% 40% 40% 0.02 

Persentase Fasilitasi dan 
Koordinasi Kerjasama 
yang dilaksanakan 

Rp   40.050.000  Rp       5.625.000 14.04% 100% 25% 25% 0.11 

Persentase Fasilitasi 
Administrasi BMD 
Perangkat Daerah 

Rp     1.968.000         Rp   0 0% 100 % 0% 0% 0% 

Persentase Fasilitasi 
Dokumen Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 

Rp     1.710.000 Rp         0 0% 100 % 0% 0% 0% 
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Dari tabel 2.3 terlihat bahwa : 

1. Efisiensi Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0,09% 

dengan capaian kinerja sebesar 25% dengan realisasi kinerja sebesar 25% 

terhadap target 100%. 

capaian anggaran Tribulan I yaitu 15,87% dengan realisasi anggaran sesuai LRA 

Rp. 3.620.802 dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 22.822.000.    

2. Efisiensi Persentase fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor 

yaitu 0,01% dengan capaian kinerja sebesar 25% dengan realisasi kinerja 

sebesar 25% terhadap target 100%. 

capaian anggaran Tribulan I 24,29% dengan realisasi anggaran sesuai LRA Rp 

17.501.802 dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 72.062.000.  

3. Efisiensi Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD yaitu 0,20% dengan 

capaian kinerja sebesar 25% dengan realisasi kinerja sebesar 25% terhadap 

target 100%.  

Capaian anggaran Tribulan I sebesar 4,63% dengan realisasi anggaran sesuai 

LRA Rp 5.463.802 dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 117.900.140. 

4. Efisiensi Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD yaitu 9,04% dengan capaian 

kinerja sebesar 25% dengan realisasi kinerja sebesar 25% terhadap target 100%. 

Capaian anggaran Tribulan I sebesar 9,04% dengan realisasi anggaran sesuai 

LRA sebesar Rp 3.873.812  dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 42.850.000.  

5. Efisiensi Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan yaitu 0,02% 

dengan capaian kinerja 40% dengan realisasi kinerja sebesar 40%. Kegiatan 

yang dilaksanakan diantaranya sebagai berikut :  

1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Tahun Anggaran 2024 (dilaksanakan pada Tribulan I) 

2) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun 

Anggaran 2024 (dilaksanakan pada Tribulan I) 

3) Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran 

2024 (dilaksanakan pada Tribulan I) 

Capaian anggaran sampai dengan Tribulan I 37,68% dengan realisasi anggaran 

sesuai LRA sebesar Rp 132.589.210 dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 

351.846.450. 
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6. Efisiensi Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan 

yaitu 0,11 dengan capaian kinerja 25% dengan realisasi kinerja 25% terhadap 

target sebesar 100% 

Capaian anggaran Tribulan I 14,04% dengan realisasi anggaran sesuai LRA 

sebesar Rp 5.625.000 dari anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 40.050.000. 

Diantaranya terdapat 1 Kesepakatan Bersama, dan 2 Perjanjian Kerja Sama 

yang telah ditandatangani dengan rincian sebagai berikut : 

1) Perjanjian Kerjasama antara Universitas Hafshawaty Zainul Hasan dengan 

Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Peyelenggaraan Pendidikan, 

Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia di Kabupaten Lumajang; 

2) Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. 

SOEBANDI dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang  Pendidikan, 

Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya; dan 

3) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan 

Universitas Islam Malang tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. 

7. Efisiensi Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah sebesar 0% 

dengan capaian kinerja 0% telah memenuhi target sebesar 100% pada sampai 

dengan Tribulan I Tahun 2025.  

8. Efisiensi Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja capaian kinerja sebesar 0% dengan realisasi kinerja 0% 

terhadap target sebesar 100% sampai dengan Tribulan I. 

Hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 diatas sifatnya masih merupakan capaian 

penyerapan anggaran Tribulan I Tahun Anggaran 2025.  

2.3. EVALUASI  DAN  ANALISIS  KINERJA 

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sampai akhir Tahun Anggaran 2025, ada 

yang tidak sesuai dengan apa yang dijadwalkan. Hal-hal yang perlu ditingkatkan 

adalah mereviu kembali schedule program dan kegiatan yang sudah direncakan pada 

dokumen perencanaan. Adapun beberapa strategi yang digunakan dalam mencapai 

target kinerja yang belum tercapai di sisa tahun anggaran adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.4 

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja 

Yang Belum Tercapai Di Sisa Tahun Anggaran 

 

No Indikator Kinerja Strategi Yang Digunakan Pada Bulan 

 
1.  

Persentase fasilitasi 
Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Melaksanakan Penyediaan 
Administrasi Pelaksanaan Tugas 
ASN setiap bulan 

Dilakukan 
setiap bulan 
di Tahun 
2025 

2.  Persentase fasilitasi 

penyediaan jasa 

penunjang 

operasional kantor 

Melaksanakan Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat, Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik dan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor setiap 
bulan 

Dilakukan 
setiap bulan 
di Tahun 
2025 

3.  Persentase fasilitasi 
Administrasi Umum 
PD 

Melaksanakan Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor dan 
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD setiap bulan 

Dilakukan 
setiap bulan 
di Tahun 
2025 

4.  Persentase fasilitasi 
pemeliharaan BMD 

Melaksanakan Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan mobil dinas dan 
pemeliharaan komputer dan printer 
secara berkala  

Dilakukan 
setiap bulan 
di Tahun 
2025 

5.  Persentase 
Terlaksananya 
Administrasi Tata 
Pemerintahan 

1. Melaksanakan penyusunan  
Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan daerah  

2. Melaksanakan pembayaran 
APKASI tepat waktu 
 
 

1. Melaksanakan kegiatan 
Upacara Hari Otonomi Daerah 
 
 

1. Melaksanakan kegiatan 
sinergisitas  

2. Melaporkan hasil fasilitasi 
PATEN di Kecamatan semester 
I  

 
1. Melaksanakan Upacara Hari 

Jadi Provinsi Jawa Timur 
 

Dilaksanakan 
Tribulan I 
 
 
 
 
 
Dilaksanakan 
Tribulan II 
 
 
Dilaksanakan 
pada Tribulan 
III 
 
 
 
Dilaksanakan 
pada Tribulan 
IV 
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2. Melaksanakan hasil fasilitasi  
PATEN di kecamatan semester 
II  
 

6.  Persentase Fasilitasi 
dan Koordinasi 
Kerjasama yang 
dilaksanakan 

Meningkatkan target kinerja 
kegiatan fasilitasi dan koordinasi 
kerjasama, dimana pada Tahun 
2024 terdapat  banyak pengajuan 
fasilitasi  kerjasama.  
 
 

Dilakukan 
setiap bulan 

7.  Persentase Fasilitasi 
Administrasi BMD 
Perangkat Daerah 

Melakukan pelaporan penatauhaan 
barang secara tepat waktu 

Dilakukan 
pada 
Semester I 
dan Semester 
II 
 
 

8.  Persentase Fasilitasi 
Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 

Melaksanakan perencanan 
anggaran secara tepat waktu 

Dilakukan 
pada Tribulan 
I dan Tribulan 
IV 

 

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT. 

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang 

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara 

terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut : 

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan 

perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, 

sehingga ada solusi. 

2. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan 

dan Otonomi Daerah serta penyelenggaraan Kerjasama dan Administrasi 

Kewilayahan. 

3. Menyusun kegiatan sesuai dan Time Sc  hedule lebih baik lagi. 

4. Melaksanakan semua kegiatan sesuai Time Schedule yang sudah ada. 

5. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait draft Kerjasama. 
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2.5. TANGGAPAN  ATASAN  LANGSUNG.   

Laporan kurang baik 

Laporan sudah baik 

Laporan diperbaiki 

Target dan realisasi diteliti ulang 

Capaian diteliti ulang 

Lain-lain …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 
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BAB III 

PENUTUP 

 
 

Laporan Kinerja Tahun Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:   

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Tata Pemerintahan 

telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

2. Realisasi anggaran yang sudah terlaksana belum terinput pada Laporan Realisasi 

Anggaran sehingga capaian anggaran belum maksimal. 

3. Adapun strategi yang dilakukan dengan mencermati kemb ali time schedule kegiatan 

dan anggaran serta melaksanakannya sesuai time schedule yang ditetapkan  

 
 
 
 
                       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mengetahui, 
ATASAN  LANGSUNG 

 
Asisten Pemerintahan 

Dan Kesejahteraan Rakyat 
 
 

 
 

Ir. PAIMAN 
NIP. 19670606 199202 1 001 

 

 
Lumajang, 31 Maret 2025 

 
Kepala Bagian Tata Pemerintahan 

 
 
 
 
 

TRIKONDO CAHYONO, S. Sos 
NIP. 19670916 198809 1 001 
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LAMPIRAN 
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 

SETDA KABUPATEN LUMAJANG 

TAHUN 2024 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
17 

 

1. Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

a. Penyediaan logistic  

 

2. Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah 

a. Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
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3.  Fasilitasi Pemeliharaan BMD 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4. Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan 

1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 

Anggaran 2024; 
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2) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun 

Anggaran 2024; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran 

2024; 
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4) Pelaporan PATEN Semester II Tahun 2024;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan 

➢ Dokumen Kerjasama  

1. Perjanjian Kerjasama antara Universitas Hafshawaty Zainul Hasan dengan 

Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Peyelenggaraan Pendidikan, 

Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia di Kabupaten Lumajang 
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2. Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. 

SOEBANDI dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang  

Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan 

Sumber Daya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan 

Universitas Islam Malang tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 
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➢ Rapat Koordinasi Kerjasama 

1) Fasilitasi Pembahasan Draft Perpanjangan Kesepakatan Bersama antara 

Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Universitas Islam Malang 

tentang Kerja Sama Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka 

Peningkatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, 

Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Lumajang (14 Januari 2025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Fasilitasi Rapat Pembahasan Draft Nota Kesepakatan antara Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Sinergi 

Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Dalam Rangka Peningkatan 

Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Bidang Perencanaan 

Pembangunan Pada Pemerintah Kabupaten Lumajang (24 Januari 2025) 
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3) Fasilitasi Rapat Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama antara 

Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia 

(ASKRINDO INSURANCE) tentang Penggunaan Asuransi di Kabupaten 

Lumajang dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia tentang Asuransi 

Sebagai Perlindungan Diri Bagi Penunjang di Objek Wisata Selokambang 

dan Waterpark (6 Februari 2025) 
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4) Monev tindak lanjut Penyusunan Perjanjian Kerjasama Daerah Urusan 

Transportasi, Kebencanaan, dan Pariwisata Kawasan Bromo Tengger 

Semeru (BTS) (26 Februari 2025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7. Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

 


